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Abstrak 

 

Perubahan undang-undang tentang administrasi kependudukan dapat diinformasikan kepada 

semua masyarakan melalui kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat Desa atau lurah sampai ke 

tingkat RT dan RW. Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan  adalah (1) masa berlaku e-KTP, (2) 

penggunaan data kependudukan kementerian dalam negeri, (3) pencetakan dokumen yang selama 

ini dilaksanakan terpusat di jakarta akan diserahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kabupaten/kota, (4) penerbitan akta kelahiran, (5) penerbitan akta pencatatan sipil 

penerbitannya di tempat domisili penduduk, (6) pengakuan dan pengesahan anak, (7) pengurusan 

dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, (8) pencatatan kematian menjadi 

kewajiban RT, (9) stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas, (10) petugas 

registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil, (11) pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi 

kependudukan di provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh menteri dalam negeri atas usulan 

gubernur, (12) pendanaan program dan kegiatan adminduk dibebankan pada  APBN, (13) 

Penambahan sanksi. pengurusan adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, 

kecuali bagi yang belum memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW. 

 

Kata kunci: Sosialisasi, Undang-Undang, Adminduk, 

 

  

 
Gambar 1. Tim pengapdian, utusan dari Dinas Dukcapil dan Staf Desa 
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1. PENDAHULUAN 
Administrasi kependudukan atau disingkat dengan Adminduk merupakan suatu 

rangakan kegiatan dalam penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan sistem informasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor sosial yang lainnya.  

Pada perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 menjadi undang-undang nomor 

24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang telah disahkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Bastianon, dkk., 2020). Perubahan ini tentunya 

sangat penting diketahui untuk semua masyarakat. Agar masyarakat bisa mengetahui 

bagaimana aturan atau prosedur dalam mengurus perubahan-perubahan administrasi 

kependudukan dengan benar atau berdasarkan aturan administrasi yang sudah ditetapkan 

berdasarkan undang-undang (Wiryanto, 2021). 

Untuk menyampaikan informasi perubahan undang-undang tentang administrasi 

kependudukan tersebut kepada semua masyarakan tentunya bisa dilakukan melalui 

kegiatan sosialisasi mulai dari tingkat Desa atau lurah sampai ke tingkat RT dan RW. 

Untuk memudahkan kegiatan sosialisasi ini penting untuk pihak Dinas Dukcapil 

melibatkan semua pemangku kepentingan di tingkat desa atau lurah. Kegiatan sosialisasi 

ini juga bisa dilakukan dengan cara kerjasama Dinas Dukcapil dengan para mahasiswa yang 

sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dibawah bimbingan dosen 

pembimbing lapangan. Mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman dalam berorganisasi 

(Fridayani, 2022) akan dapat membantu dinas Dukcapil dalam melakukan sosialisai dangan 

mudah dan cepat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan ini akan bertujuan mensosialisasikan 

aturan perubahan pengurusan administrasi kependudukan ke pada seluruh masyarakat. 

Sosialisasi ini akan menyampaikan semua inovasi yang sudah dilakukan olah pihak 

Dukcapil (Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Lombok Timur guna 

memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat, serta aturan tata cara pelaporan 

pencatatan sipil. Harapannya yaitu dengan adanya sosialisasi ini secara rutin kepada 

berbagai lapisan seperti ini akan dapat membantu dalam mempercepat penyebaran semua 

informasi mengenai prosedu pengurusan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 
  

2. METODE  
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengapdian ini yaitu menggunakan metode 

penyuluhan dan pemberian materi oleh tim pengapdian dan bekerjasama dengan Dinas 

Dukcapil Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Provensi Nusa tenggara Barat. Kegiatan 

ini dilakukan selama satu hari yaitu dari jam 8.30 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA. 

Kegiatan ini diikuti oleh semua stakeholder di Desa Semaya. 

Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pengapdian ini adalah: Pertama, 

melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Dukcapil terkait rangkain kegiatan serta inti 

materi yang akan disosialisasikan; Kedua, menentukan lokasi kegiatan sosialisasi; ketiga, 

melakukan kunjungan awal ke lokasi target kegiatan sosialisasi sebagai studi awal; 

Keempat, menentukan lokasi kegiatan sosialisasi; Kelima, menyelesaikan proses izin 

sosialisasi ke lokasi yang sudah ditentukan, Keenam, melakukan kegiatan sosialisai. 

Kegiatan sosialisai ini dilakukan di kantor Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten 

Lombok Timur, Provensi Nusa Tenggara Barat. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada 

tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi 

kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk 

meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, 
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menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

serta ketunggalan dokumen kependudukan. 

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Masa Berlaku KTP Elektronik (e-KTP) 

Masa berlaku yang awalnya 5 (lima) tahun diubah menjadi masa berlaku hingga seumur 

hidup sepanjang tidak ada perubahan dari elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 

huruf a UU No. 24 Tahun 2013). E-KTP yang sudah diterbitkan sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, akan ditetapkan berlaku 

seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013). 

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data 

kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang 

digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan 

DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, 

penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013). 

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi e-KTP 

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di 

Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013) 

(Elsyra, 2019). 

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun 

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup 

dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013. 

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi 

penerbitannya di tempat domisili penduduk. 

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak 

Pembatasan hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah 

menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). 

Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta 

Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013). 

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis) 

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah 

menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta 

Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain 

(Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013). 

8. Pencatatan Kematian 

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah 

menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya 

kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut 

dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan 

Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan 

meningkat secara signifikan. 

9. Stelsel Aktif 
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Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif 

diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas. 

10. Petugas Registrasi 

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). 

Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas 

Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). 

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan  

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di 

Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur 

(Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di 

Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan 

Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013). 

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri 

Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013). 

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN 

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, 

baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 

24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 

Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, 

pendanaannya masih tetap menggunakan APBD. 

13. Penambahan Sanksi 

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan 

manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan 

pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 

75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013). 

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi 

Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada 

penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 

75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013). 

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau 

mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 

24 Tahun 2013). 
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Gambar 2. Kegiatan sosialisai dengan tim pengapdian serta utusan dari Dinas Dukcapil 

 

Secara Umum Metode pengurusan Administrasi Penduduk terbagi menjadi dua cara, 

yaitu online atau offline (Hastuti, 2020; Wulandari & Parwiyanto, 2021). Secara Offline 

dapat dilakukan mulai dari meminta surat pengantar dari Ketua RT/RW, selanjutnya ke 

Kantor Desa atau Kelurahan, selanjutnya ke Kecamatan dan terakhir pencetakan di 

dispenduk. Namun, mengacu pada Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang tentang 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pengurusan 

adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum 

memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW untuk memastikan 

bahwa yang bersangkutan menunjukkan adalah benar tinggal di domisili yang dimaksud. 

Perubahan aturan Undang-undang ini cukup membantu dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan menyangkut administrasi kependudukan. Perubahan ini tentunya 

tidak terlepas dari berbagai masukan masyarakat agar lebih dipermudah dalam melakukan 

proses pengurusan administrasi kependudukan. Perubahan ini juga tidak terlepas dari 

proses refleksi dari semua permasalahan yang telah dialami oleh masyarakat dalam 

pengurusan data kependudukan (Sa’dijah, dkk., 2016; Saparwadi, dkk., 2017). Proses 

refleksi ini merupakan bagian dari tahap dalam menyelesaikan masalah yang dihadapai 

(Saparwadi & Cahyowatin, 2018; Saparwadi, 2018, 2019, 2022; Saparwadi & Anita, 2018)  

 

4. SIMPULAN  
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah (1) masa berlaku e-KTP 

awalnya 5 tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan 

elemen data dalam KTP, (2) penggunaan data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri 

yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, (3) Pencetakan Dokumen yang 

selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, (4) Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya 

melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun cukup dengan Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, (5) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil 

penerbitannya di tempat domisili penduduk, (6) Pengakuan dan Pengesahan Anak yang 

selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak, (7) 

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), (8) 

pencatatan Kematian menjadi kewajiban RT, (9) stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah 

melalui petugas, (10) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi 

Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (11) Pejabat struktural pada 

unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan 
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diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur, (12) Pendanaan Program 

dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN, (13) Penambahan Sanksi. Pengurusan 

adminduk tidak lagi memerlukan pengantar dari RT/RW setempat, kecuali bagi yang belum 

memiliki NIK tetap wajib untuk melampirkan surat keterangan RT/RW. 
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